BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAIN
YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Menimbang Doa.

Mengingat
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DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor
5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan
Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa di Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai
dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan
perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5
Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan
Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa di Kabupaten Kendal,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
233);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1222);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
83 Tahun 2015 tentang  Pengangkatan  dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun
2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor
1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 152);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E
No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 157);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 Seri E
No. 15);

28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang
Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017
Nomor 5 Seri E Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG  PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN
PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 5
Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan
Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2017 Nomor 5 Seri E Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi
sebagai berikut :
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Pasal 2

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan
berupa :

a. penghasilan tetap;

b. tunjangan yang sah; dan

c. penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam APB Desa.

(3) Penganggaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan
ketentuan jumlah keseluruhan penghasilan tetap dan
tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditambah
dengan tunjangan dan operasional BPD paling banyak
30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran
belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

(4) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), di luar pendapatan yang bersumber dari hasil
pengelolaan tanah bengkok.

(5) Hasil pengelolaan tanah  bengkok sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk
tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa
selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf
b.

(6) Hasil pengelolaan tanah  bengkok sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) menjadi sumber pendapatan asli
desa yang merupakan hasil usaha desa diterima dan
disalurkan melalui rekening kas desa.

(7) Pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Aset Desa.

(8) Rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
merupakan rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan desa dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.

. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 4

(1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris
Desa, dan Perangkat Desa lainnya, setiap bulan
ditetapkan sebagai berikut :

a. Kepala Desa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta
rupiah);

b. Sekretaris Desa sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta
empat ratus ribu rupiah); dan

c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp 2.022.200,00
(dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).

(2) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai
penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan
Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada
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ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa
selain Dana Desa.

Sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :

a. Pendapatan Asli Desa;
b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
c. Pendapatan lain-lain desa.

Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan
Perangkat Desa lainnya diterimakan setiap bulan.

. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai

berikut :

(1)

Pasal 5

Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan
Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) dibayarkan terhitung sejak bulan Maret
2019.

Dalam hal desa belum dapat memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayaran
penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan
Perangkat Desa lainnya diberikan paling lambat
terhitung mulai bulan Januari 2020.

Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris
Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebelum bulan
Januari 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Bupati
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap,
Tunjangan, dan Penerimaan lainnya yang sah bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal.

. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi

sebagai berikut :

(1)

(2)

(4)

Pasal 22

Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan jaminan
kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.

Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan diberikan
Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan
kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang jaminan Sosial.

Jaminan Kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa
dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)
merupakan pelaksanaan penjaminan termasuk anggota
keluarga yang meliputi suami/istri dan paling banyak 3
(tiga) orang anak.

Jaminan ketenagakerjaan diberikan kepada Kepala Desa
dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)
merupakan pelaksanaan penjaminan :

a. jaminan kecelakaan;

b. jaminan kematian;

c. jaminan hari tua; dan

d. jaminan pensiun.
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5. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi

sebagai berikut :
Pasal 24

Biaya jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat
Desa sebesar 9,24 % (sembilan koma dua puluh empat
perseratus) yang bersumber dari :

a. Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan
Perangkat Desa sebesar 3 % (tiga perseratus) setiap bulan;
dan

b. Alokasi Dana Desa sebesar 6,24 % (empat koma dua
puluh empat persaratus) setiap bulan yang dianggarkan
dalam APBDesa.

. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) Bab baru

yaitu BAB VIIA dan diantara Pasal 26 dan Pasal 27
disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 26A yang berbunyi
sebagai berikut :

BAB VIIA
JASA PENGABDIAN

Pasal 26A

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan
dengan hormat dapat diberikan jasa pengabdian berupa
uang.

(2) Besaran jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Desa
dianggarkan dalam APB Desa sesuai dengan
kemampuan keuangan desa.

(3) Besaran jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 8 Mei 2019

BUPATI KENDAL,
cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 8 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd
MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2019 NOMOR 30
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